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PUTUSAN
Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Pnj

o & -9 o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah

menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan
terakhir SMP, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser

Utara, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan
terakhir SMA, tempat kediaman dahulu di Kabupaten
Penajam Paser Utara, namun sekarang berada di ruang
Tahanan Negara BIl, jalan Kusuma Bangsa, Desa Tepian
Batang, Kecamatan Tanah Grogot, kabupaten Paser, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti surat Penggugat di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2019
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor
195/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 21 Maret 2019 telah mengajukan surat gugatan
untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai
berikut:
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1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 03 Juni 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara,
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 122/01/VI/2011
tertanggal 04 Juni 2011;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan
Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sepaku, Kecamatan
Sepaku;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : anak kandung

4. Bahwa Tergugat sering mengkonsumi obat terlarang (narkoba) dan
kebiasaan Tergugat tersebut diketahui Penggugat sejak tahun 2015 sampai
sekarang;

5. Bahwa Tergugat tidak pernah berubah dari kebiasaannya sebagai pecandu
maupun sebagai pengedar obat terlarang tersebut;

6. Bahwa akibat Tergugat mengkonsumi obat terlarang tersebut sehabis
memakai narkoba dalam keadaan tidak stabil, tidur sepanjang hari sampai
ke satu tahap yang sudak tidak mungkin lagi disembuhkan dalam waktu
singkat karena sudah dalam tingkat kecanduan yang sangat sukar untuk
disembuhkan;

7. Bahwa baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadar,
Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan
mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak-anak
seperti menanggung malu baik dengan tetangga maupun terhadap teman-
temannya;

8. Bahwa sejak sekitar 19 April 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat kediaman bersama dan yang meninggalkan kediaman bersama
adalah Tergugat karena Tergugat di tangkap oleh pihak kepolisian dan di
vonis hukuman penjara 8 (delapan) tahun, dan sekarang telah di tahan;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk
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membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah
sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak
melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan
Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat seorang pemadat
yang sudah sampai ke tahap yang sukar untuk disembuhkan;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Penajam Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat
(Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat
datang menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
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Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum vyang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat
dan Tergugat Nomor XXX/01/V1/2011 tertanggal 04 Juni 2011, yang
diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten
Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos,
setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan
aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Petikan Putusan Nomor
231/Pid.Sus/2018/PN.Tgt atas nama Tergugat, tertanggal 19 Juni 2019,
yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot,
bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh
Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Petikan Putusan Nomor
241/Pid.B/2018/PN.Tgt atas nama Tergugat tanggal 19 Juni 2019, yang
dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot, bermeterai
cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan
dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis
diberi tanda (P.3);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat
dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah
perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut
hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 65
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka
perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa
dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya
ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten
Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam
untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan
Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator
dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta
tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan
yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg

HIm 5 dari 14. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka
pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum,
sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1)
mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh
karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat
lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan
petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan
mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini
dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah
mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat
mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat
sering mengkonsumsi narkoba sampai akhirnya ditangkap dan divonis
hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun di Rumah Tahanan Negara Tanah
Grogot;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan
patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa
Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun
oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya
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pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan
gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak
terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila
perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-
benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis
Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar sebagai berikut:
ol 5 —(2178) 5915 sl ols,) .3 Wl I Fc a Ul JI J Yl G
(LYl zumo 1 aimadl 8 oSl Jlg (2018) azlo
“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.”
(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no.
hadis: 2018. Al-Hakim dalam al-Mustadrak berkata, “Sanad hadis ini sahih”).
Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan
sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani
pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,
telah mengajukan bukti surat berupa (P.1), (P.2) dan (P.3) terhadap alat bukti
tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta autentik yang telah
dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya,
dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun
pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut
menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta
isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban
umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut harus
dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri
yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
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Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Petikan Putusan
Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN.Tgt atas nama Tergugat merupakan akta autentik
yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan
aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan
tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut
menerangkan Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tahun) dan
denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan
pidana penjara selama 3 (satu) bulan yang disertai catatan bahwa putusan
tersebut telah berkekuatan hukum tetap, serta isinya tidak bertentangan dengan
hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg
Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa fotokopi Petikan Putusan
Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Tgt atas nama Tergugat merupakan akta autentik
yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan
aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan
tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut
menerangkan Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (tahun) 8
(delapan) bulan yang disertai catatan bahwa putusan tersebut telah
berkekuatan hukum tetap, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum,
kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis
Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka
Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada
tanggal 03 Juni 2011 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya
suami istri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan

harmonis lagi, karena Tergugat telah dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh)
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tahun di tambah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang jika di komulasikan
menjadi 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, setelah menikah
dengan Penggugat, yang disertai catatan bahwa putusan tersebut telah
berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat
tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk
mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai
dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak
mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan
perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami
istri, in casu Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang
cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan alasan percaraian a quo adalah Penjelasan
Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
jis. Pasal 19 huruf (c) dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 116 huruf (c) dan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia yang menyatakan bahwa antara salah satu pihak mendapat
hukuman penjara 5 (lima) tahun yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal
19 huruf (c) dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Pasal 116 huruf (c) dan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, salah satu
pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih

berat setelah perkawinan berlangsung; ketiga, adanya catatan pada putusan
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bahwa putusan telah berkekuatan hukum tetap; keempat, tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan
mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan
menghubungkanya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan
sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi
unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juni 2011 yang telah hidup bersama
sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, menunjukkan
unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat telah dijatuhi
pidana hukuman penjara 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan, setelah antara
Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan,
menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak
mendapat hukuman penjara 5 tahun setelah antara Penggugat dengan
Tergugat terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada putusan pidana telah tercatat
bahwa putusan telah berkekuatan hukum tetap oleh pejabat yang berwenang
untuk itu, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana putusan
pidana tersebut tidak ada kemungkinan lagi akan berubah karena putusan
tersebut telah berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha
menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah
tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula
setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati
Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka,
namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras
untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan
Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak
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ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan adanya
putusan pengadilan yang menghukum Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara
selama 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan sulit rasanya mewujudkan satu
ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri
untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling
membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang
dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai
dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf
(c) dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Pasal 116 huruf (c) dan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
maka berdasakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba’in shugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula
ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan
gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai
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dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat
diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon
kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum,
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah
tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya
biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat
sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama,

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam
putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 1,296,000,,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 21 Dzulgaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.,
sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.l. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
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terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Endang Puji
Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.l.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,
Ttd Ttd
Ismail, S.H.l. Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,
Ttd

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp  30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)Rp  50.000,00
3. Biaya Panggilan  Rp 1.200.000,00
4. Biaya Redaksi Rp  10.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 1.296.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Penajam
Ttd

Drs. Karani Kutni.

Salinan putusan ini untuk pertama kali/kedua kali diberikan kepada dan atas
permintaan Penggugat/Tergugat (............. bin/binti .............. ), pada tanggal ......

Him 13 dari 14. Putusan No. 195/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1A

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan .............. tahun ............ dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Ttd
Drs. Karani Kutni.
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